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AOSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia rnenyelenggarakan pemelintahan Negara
dan pembangunan nasional untuk rnencapai rnasyarakat adil, rnakrnur, dan merata
berdasarkan Pancasila dan UUD l945.SesLrai dengan amanat UUD 1945, pemerinrah
daerah benvenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan meuurut
asas otonon'li dan tugas penlbantuan. Penrberian otononri luas kepada daerah diarahkan
untuk men'tpercepat te'rrrLrjudnya kesejalrteraan ntasyarakat ntelalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran sefta masyarakat.

Salalr satu perLrbahan yarrg nrerupakan hasil dari gerakan mene'ta'g orde baru a<Jalah
perubahan tefhadap sistem penlerintaltan daerah. Sisterr pemerintahan daerah pasca
reformasi mengalarri babak baru yang lebih menrberikan harapan bagi ter."vr.rjr_rd nya
keadilan dan penreraraan bagi rrasyarakat, melalui pemberlakLran LIU No. 22 fahLrn
J999 tentang Pemerintahan Daerah, vang kemudian diganti UU No.32 Tahun 2004,
dan kemudian pada 30 Seprember 201.1 diganti dengan UU No.23 fahun 2014 rentang
Pernerintahan Daerah. Berdasarkan keputusan DPRD tersebut, presiden ntenetapkan
penrberhertian sementara kepala daerah dan/atau uakil kepala daerah. Apabila
kcpala daerah dan/atau rvakil kepala daerah, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang ntemperoleh kekuatan hukum yang tetap. pemberhentian kepala daerah
jika dilihat dalarn Pasal 78 ayat (2) hurufc UU No. 23 Tahun 2014. dapat nrenimbulkan
0enafsiran.

Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis normatif,
yaitLr rnenguji dan nrengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridi.s
normorifyatlg digLrnakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dLra tahap yaitu stLldi
kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjaug, analisis data yang
dipergunakan adalah analisis yuriclis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian
disusrn secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan
masa lah yang akan dibahas.

Hasil penilitian menunjukkan bahrva Implikasi usulan DpRD terlradap perrbe.hentian
Kepala daoah. yang rnenyebabkan seorang kepala daerah dibcrhentikan dalarn masa
jabatannya, tentunva tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki DpRD. Dalanr
menanggapi usulan pernberhentian Kepala Daerah tersebut DpRD nrenggunakan hak
angket yang dilakukan setelah diajukan hak interpelasi untuk meltdapat persetujuatr
dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 darijumlah anggota
DPRD dau persetujuan diambil sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DpRD
yang had ir.

Kata kunci: pernberhentian, kepala daeralr, Lrsulan DpRD, rnasa jabatan, sunrpah
iabatan
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PENDAHULT]AN

Latar Belakang

pcmhanBunrrr dacralr sebagai bagian
L integral dari pembangunan nasional,
pada hakekatnya adalah upaya untuk
nreiringkatkan kapasitas pemerintahan
daerah sehingga tercipta suatu
kemampuan yang handal dan profesional
dalam menjalankan pemerintahan serta
nrenberikan pelayanan prima kepada
nasyarakat. Pembangunan daerah dapat
dilakukan melalui dua pendekatan
yartu n.relalui pcndekatan sentralistis
dan melalui pendekatan desentralisasi.
Pcndekatan sentralistis mengandung
arli bah\\'a wewenang untuk mengatur
dan nrcngurus urusan pemerintahan
adalal.r pemerintah pusat. Sedangkan
pendekatan desentralisasi mengandung
arti bahwa pembangr.rnan daerah
sebagian besar merupakan wewenang
daerah dan dilaksanakan sendiri oleh
daerah (Pemerintah Daerah) secara
otonom. Pembangunan daerah melalui
dcsentralisasi atau otonomi daerah,
memberikan peluang dan kesempatan bagi
terwuj udnya pemerintahan yang bersih
dan baik (giood governance) di daerah.'

Negara Kesatuan Republik Indonesia
nrenyelenggarakan pemerintahan Negara
dan pembangunan nasional untuk
mencapai masyarakat adil, makmur,
dan merata berdasarkan Pancasila dan
lJndang-lJndang Dasar 1945. Dalam
rangka penyeleuggaraan pemerintahan,
Negara Kesatuan Republik lndonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah

1 .luli Panglima Saftgil1, Desentralisasi Fiskal
dol Keuangdn Daerah dalan Otanom| Ghalia
lndonesia..Jakarla. 2003. h|n. L

kabupaten dan kota. Tiap-tiap dacrah
tersebut mempunl'ai hak dan kelvajiban
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penl,elenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Sesuai dengan amanat UUD 1945,
pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri trusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan. Pemberran oronofiu
luas kepada daerah diarahkirn untuk
mempercepat terwujudnya kesejalrteraar.r
masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pcmberdayaan dan pcran
serta masyarakat. Di sau.rping itr,L melalLri
otonomi luas. daerah cliharapkan marnpu
meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan. keadilan. keist imervaan
dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(UU No.23 Tahun 2014), saat ini
kita mengenal dua istilah penrerintal.r yaitu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden
Republik lndonesia yang meniegang
kekuasaan pemerintahan negara Repr:blik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia-fahun 1945 (IJUD l9zl5). Sistenr
pemerintahan yar.rg diatur dalam UU No.
23 'fahun 20l4yaitu adanya pemberian
otonomi daerah kepada pemerintah daerah.
Adapun pengertian dari otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat



dalam sistem Negara Kesatuan Republik
I ndonesia.'

Sc.irk bergulirnva reformasi. ycng

ditandai dengan berakhirnya masa

pemerintahan orde barr.r pada bulan mei
1998. memba*'a perubahan yang signifikan
dalam perjalanan pemerintahan khususnya
di daerah, dengan amandemen terhadap

UUD 1945, yang di dalamnya memuat
perubahan Pasal 18 lllJD 1945. dengan

senlallgat untuk mempertegas pembagian

daeral.r dalam Negara Kesatuan Republik
Ir.rdonesia yang meliputi daerah provinisi
dan dalam daerah provinsi terdapat

daeralr kabupaten dan kota. Dari Pasal

18 tlUD 1945 hasil amandemen tersebut
penyelenggaraar.r pemerintahan daerah

dilakukan atas beberapa prinsip, yaitu di
alntaranya: daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pcmcrintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantr.ran. daeralt
menjalankan otonomi seluas-luasnya.
adanya kekhusur;an dan keragaman

daerah. mengakui dan nenglrormati
kesatuan masyarakat hukunr adat beserta

hal-hak tradisionalnya. mengakui dan

nrenghormati pemerintahan daerah yang
bcrsilat khr"rsus dan islimewa, badan
peruakilan dipilih langsung dalar.n suatu
pemilihan umum. hubungan pusatdan

daerah harus dilaksanakan secara selaras

dan adil.r

Salah satu perubahan yang merupakan
hasil dari gerakan lnenentang orde

2 l,ihat. l'asrl I angkr 6 lltl No. 23 T.thun 2014.

cliul bandingkan Kristian Widya Wicaksono.
.'llniinistrosl lan lJitokr($i Penterintah. Craha
llrru. Yog)akarta. 2006. hlttt. 4l Hal ini
dilararbclillllngi bukti cnrpiris. bahrva Pcnrerrntah
l).r(rrlr nr. nrlil:r) .,/, er /"ri / /'r,ri .rll /ia rterr rrnit

oryrnisasi pcnrcrintah yang bcrhubungan secara

ldngtung dcngnn mas|arlkal

3 Ni nratLrl Hurl,t Olononti Dacrolt l"ilosoli, Seju"oh
Perkenthangu lan Problenattka. Pusaka Pelajar'.

\bgl akana. 2005. hlm 5.
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baru adalah perubahan terhadap sistem

pemerintahan daerah. Sistem pelnerintahan

daerah pasca reformasi mengalalni babak

baru yang lebih memberikan harapan bagi

terwujudnya keadilan dan pemerataan

bagi masyarakat, melalui pemberlakuart

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan

Daerah yang kernudian diganti dengan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pen.rerintahan Daerah dan lJndang-

Undang Nornor i3 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pusat dal.l

Daerah, dan kernudian pada tanggal 30

SepLember 2014 diganti dengan Undang-

LJndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Dalam LIU No.23 Tahun 2014.
keu'enangan-hewenangan dalam pendele-

gasian keu'enangan Pusat kcpacla Dacrah

dapat terlihat dari lirngsi, tugas dan

wewenang Dei.l,an Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), di mana salah satu

kewenangannya adalah mengusulkan
penrberhentian Kepala Daerah

sebagaimana yang diamanatkan clalanr

Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014. Dari
alasan sebagaimana tersebut di atas,

dilakukan proses pemberhentian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang salali satunl,a IJt.l No.
23 ]-ahun 2014, di mana UU t.r--o. 23

Tahun 20121 sebagai instnrr.r.ren hukum
sebagai alat pengubah masyarakat (l/rc

law of sociul engeneering), yar.rg berlakr-r

sebagai aturan positif'. Pemerintah Daerah
dalam melakukan upaya perubahan-

perubahan masyarakat memiliki hukun.r

positif secara khusus berdasarkan arah

kebij akan-kebijakan otonom dengan
mengacu kepada tJU No. 23 Tahun 2014
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tersebut, akan tetapi apabila mengacu
kepada hukum ketatanegaraan dalam
penerapan sistem trias politika di
lndonesia dan konsepsi negala hukum
pada saat ini, di mana trias politika tidak
sebagai pemisahan kekuasaan (.teparation
of power), akan tetapi sebagai pembagian
kekuasaaan (divison ol' powers) yang
diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah
yang dibedakan menurut silatnya serta
diserahkan kepada pada badan menurut
sifatnya serta diserahkan kepada badan
yang berbeda Qlistinct lazrf. tetapi untuk
selebihnya kerjasama di antara fungsi-
fungsi tersebut tetap diperlukan untuk
kelancerran oruanisasi.l

Berangkat dari otononi daerah
tersebut, dalarn UU No.23 Tahun 2014.
salah satu yang dosoroti dalam UU No. 23
'fahun 20 l4 adalah pemberhentiar.r kepala
daerah, jika kepala daerah ntelanggar
sunrpah darr jarr j inya nT aka tindak lanjr,rtrrya
DPRD r.nengusulkan kepada presiden
berdasarkan putusan Mahkamah Agung
ataspendapat DPRD. UU No.23 Tahun
20 I 4 tidak n'rengatur pertanggungjawaban
kepala daerah kepada DPRD yang
beriniplikasi padapernberhentian kepala
daelah. Dalam hal meminta laporan
perlanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD yang diatur dalar-n Pasal
80 ayat (l) l.ruruf a yang dimaksudkan
sebagai pemberdayaan DPRD. untuk
n.rervuj udkan Cheks andbalances, Namun,
dalam peraktiknya tidak jarang menjadi
salah satu sumber potensi konflik antara
DPRD dengan kepala daerah.

Laporan penanggungiawaban kepala
daerah jr-rga telah diatur .juga dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

4 Milian lludiardjo. 1)osnrDosar llnt Politik.
(lramcdia l\rslaka tltanta..ldkarlo. 2005. hlm. 55.

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah.
Laporan Keterangan Pertanggungj awaban
Kepala Daerah Kepada Dewan
Perawakilan Rakyat Daerah. dan

Inforamasi Laporan Penyelengaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masayarakat,
dalam penjelasan umunl Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa .

untuk terwujudnya pelakasJnaan otonomi
daerah sejalan dengan menciptakan
pemerintahan yang bersih. bertanggung
jau'ab serta mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif dan elisien
sesuai dengan prinsiptata pemerintahan
yang baik, rnaha kepala daerah
rvajib rrelapolkan peneyelenggaraan
pemelintahan. Yalg men jadi persoalan,
jika seorang kepala daelah tidak
mampu nlempe anggungjawabkan
penyelenggaraan pcmerintahan kepada
DPRD rnaka untuk menciptakan suatu
penrerintahan yang baik yang dicita-
citakan tidak dapat ter*.ujud sebab ticlak
memungkinkan terciptanya Checkund
Balances.5

Dalam hal melakukan pemberhentian
kepala daerah dapat dilakr-rkan dalam dua
mekanisme yaitu Pertarna, kepala daerah
diberhentikan dengan usulan dan/atau
keputusan De$'an Perwakilan Rakl,at
Daerah (DPRD) dan disetujui oleh presiden.
kedua. pemberhentian kepala daerah oleh

,.,pr€sLlg{ tanpa usulan dan atau keputusan

( DPMeit"Ultu kepala daerah diperkirakan
-telah melakukan penyelewengan. r.uaka,

harus diadakan penyelidikan dengan
persetujuan presiden. Pemberhentian
kepala daerah dapat dilaksanakan hanya
berdasarkan atas hukum dalt peraturan

5 Sfi Soenrantri M. Konsepruolikts Dersar-Dtsctr
Konstifitsi Bdgi I)emokrasi litng Berlanjut, I)ulLurt
Lttlnrutt Konf)etut :\ltluttlutkun !)idloe ,\lru ttl
Relorni.$i Konstitr$t di I nlont.:tttt. ll) trA Kunrpula
N4akalah. Oktober 2(X)1. hlnr. 51.



)'ang diberlakukan tanpa adanya
kepentingan. Peurberl.rentian atas usulan
DPRD apabila terjadi krisis )<epercal,aan
maka DI)RD ntenggunakan hak anghet
untr"rk rneualtggaptnya. penggunaan hak
utrgkct sctelalr rnrndrpat f,crsctujLtart rapat
paripurna DPRD 1,ang dihadiri sekurang-
kulangnya 3/4 dari juurlah anggota DPRD
dan diambil dengan persetu.juan sekurang-
kurangnr,a 213 dari .jumlah anggota DPRD
y'ang hadir untuk melakukan penyelidikan
terhadap kepala daerah dan/atau wakil
liepala daeralr. Dalam hal ditemukan
bukti tindak pidar.ra dirnaksud. DPRI)
menyerahkan proses penyelesaianya
hepada aparat penegak hlrkunt sesuai
dengan peratulan perundang-undangan.
Apabila liepala daerah dan/atau wakil
kcpala daerah dinyatahan bersalah karena
melakukar.r tindak pidana dengan ancaman
paling singkal 5 (lima tahun) atau lebih
berdasarkan pritusan peltgadilan yang
belum r.nemperoleh kekuatan hukunr yang
tetap. DPRD mengusulkarr pemberlrentian
sementara dengan keptusan DPRD.

Berdasarkan keputusan DPRD terse-
but, presiden menetapkan pemberhentian
sementara kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah. Apabila kepala daerah
dan,/atau wakil kepala daerah. dinyatakan
bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang menrperoleh kekuatan hukum yang
tetap. pimpinan DPRD mengusulkan
pemberhentian berdasarkan rapat paripuma
DPRD 1,ang dihadiri sekurang-kurangnya
3/4 darijunlah anggota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD
yanghadir. Berdasarkan keputusan DPRD
tersebut. presiden memberhentikan kepala
daerah darVatau wakil kepala daerah"
sedangkan penrberhentian tanpa melalui
usulan DPRD. bahwa kepala daerah dani
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atau wakil kepala daerah diberhentikan
oleh presiden, karena terbukti melakukan
makar dat./atau perbuatan lain yang
dapat nrentecah belah Negara Kesatuan
Republik Indor.resia yang dinyarakan
dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukr-rm yang tetap.

Pada prinsipnl a pentberhentian Kepala
Daerah dan/atau \lhkil Kepala Daeral.r
dapat dilakukan pada rnasa jabatannya
dan pada akhir ntasa jabatan. Nanrun
dalam hal ir.ri yang perlu dikaji adalah
jika seorang kepala daerah diberhentikan
sebelum masa .jabatannya selesai. sebab
jika seorang kepala daerah diberhcntikan
apabila menleliuhi alasan dalam Pasal 78
UU No. 23 I ahun 20 14. Apabila salah
satu unsur yang terdapat dalant Pasal
78UU No. 23 Tahr:n 201 4 dilanggar
oleh Kepala Daeral.r. maka dalam hal ini
DPRD mempunyai kewenangan untuk
mengusulkan pemberhentian Kepala
Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di
tingkat Kabr-rpaten dan Kota, sebagaimana
yang diatr.rr dalam Pasal 79UU No.23
Tahun 2014.

Berbicara dugaan kepala daeralt
melanggar sumpah/janji dan tidak
melaksanakan kewajibannya sebenarnya
merupakan masalah hukun.r yang
memerlukan pembuktian hukum terlebih
dahulu. Namun, Undang-Undarig No. 32
Tahun 2004 mengatur pengecualian tidak
ditempuh melalui pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, tetapi langsung ke
Mahkamah Agung. Proses pemberhentian
kepala daerah, menurut UU No. 23
Tahun 2014, lama, berbelit, dan agak
sulit dilaksanakan. Bisa saja putusan
Mahkamah Agung yang menyatakan
benar bahwa kepala daerah melanggar
sumpah dan .janji dan tidak melaksanakan
kewajibannya maka tindak selanjutnya
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olch DPRD mengadakan rapar paripurna
ru'ltuh menindaklaniuti Putusan Mahkamah
Agung.

Pada sisi lain rapat paripurna DpRD
bisa saja terjadi oleh karena tin.rbulnya
perubahan polirik di DPIID. anggota
DPRD tidak lagi berpandangan bahwa
kepala daerah melanggar sumpah dan janji
dan atau tidak melaksanakan keu'ajiban
kepala daerah. Sebab. setelah putusan
Mahkalnah Agung disampaikan ke DpRD.
DPRD altan. melaksanakan rapat paripurna
kembali untuk memutuskan pendapat
lersebut dalam hal ini tentunya dapat
menintbulkan persoalan sebab putusan
Mrhkentah Agung ) anS menrpunl ai
kekuatan hukum )'ang tetap akan diputusan
lagi dalam rapat paripuna DPRD. Dalam
hal ini dapat terjadi konflik kepentingan
yang memunculkan adanya sebuah
supremasi l.nkum di ntana hukunt harus
ditegakkan dan supremasi politik yang
menyebabkan putusan Mahkamah Agung
tidak se(a mefta dilaksanakan begitu saja
akan tetapi harus drputusltan lagi dalam
rapat paripumaDPRD. Bila tidak didukung
2/3 (dua per tiga) anggota DPRD. apakah
putusan Mahkamah Agut.rg dapat dikatakan
mempunyai kekuatan hukum.

Pemberhentian kepala daerah jika
dilihat dalam Pasal 78 ayat (2) hurufc UU
No. 23 Tahun 20 14. dapat menimbulkan
penal'siran. Dalam hal pember.hentian
kepala daerah atas usulan DPRD yang perlu
dikaji adalah implikasi dari usulan DpRD
serta akibat hukum dari pemberhentian
kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut,
analisis akan dituangkan kedalam makalah
yang berjudul:,.Analisis terhadap
Pemberhentian Kepala Daerah yang
Melanggar Sumpah Jabatan"
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Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang
masalah yang dikemukakan, malia
rumusan ntasalah dalarn penelitian ini
dapat dirumuskan adalalr bagaimana
per.nberhentian kepala daerah ) ang
melanggar sumpah jabatan dapat
diberhentiltan berdasarkan peraturan
perundang-undangan?

Metode Pendekatan

Dalam n.rakalah ini rnelrggunakalr
rnetode pendekatan yur.irlls norntatif
yartu metode yang menggurakan data
sekunder sebagai sumber utama yang
dipeloleh meialui penelitian kepustakaan.
Data yang digunakan dalam penelitian
ini diperoleh dari penelitian kepustakaan
(librury rcseurchl, sebagai suatu teknik
pengumpulan data dengan rnemant-aatkan
berbagai literatr-rr berupa peraturan
perundang-undangan. bukr-r-buku. karya
ilmiah. makalah, artikel. bahan kuliah,
media masa dan slu.nber lainnya.

TINJAT]AN TEOIIETIK PEMBER-
HENTIAN KEPALA DAERAH

Kedudukan Kepala Daerah

Implementasi kebijakan otonomi
secara efektif dilaksanakan di Indonesia
sejak I Januari 2001, memberikan proses
pembelajaran berharga. terutama esensiuya
dalam kehidupan membangun demokrasi,
kebersamaan, keadilan, pemerataan, dan
keanekaragaman daerah dalam kesatuan
melalui dorongan pemerintah untuk
tumbuh dan berkembangnya prakarsa
awal (daerah dan masyarakatnya) menuju
kesejahteraan masyarakat. prinsip
dasar otonomi daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah



secara konsepsional adalah: pendelegasian

kewenangan (delegation o.f autority),
pentbagian pendapatan (income sharing,
l<ekuasaan (dicreation), keanekaragaman

dalam kesatuan (uniformity in unitry),
kemandirian lokal. pengembangan
Irapasitas daerah (capucity building).
('Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu
konsep,"'ang drtuangkar.r di dalant Pasal I
angka (6) LIU No. 23 Tahun 2014 diartikan
sebagai hak. wewenang. dan kervajiban
daerah otononr untuk nengatur dan
nreugr-ln ls sendiri Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
dalarr sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.T

Penyeler.rggaraan otonomi seringkali
dikaitkrn dcngarr desenrlclisasi. l ang
sering diarlikan sebagai pelimpahan atau
pembagian kewenangan (kekuasaan)
pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah (locul gowrnnlent). Dalam
hal ini pengertian localgovernment
bisa mempunyai dua arti. Pertama,
Iocal governmenl ),ang mendasarkan
pada asas dekonsentrasi. Kedua. local
slLtlc gorcrnmcnl dalam arti local
se lfau lontsntous golernmenl.s Dalam
pencapaian tujuan otonomi daerah harus
clipelhatikan beberapa unsur yang aluat
penting. Unsur-rursur tersebut menurut
Syaukani, antara lain nemantapkan
kelembagaan. peningkatan kemampuan
aparatur pemerintah daerah, dan
kemampuan finansial (keuangan) daerah

6 Berva Ragarvino. Desentrolisasi dalan Kerangka
Otononli L)aerah di lndonesia. Unpad, Bandung,
2003. hlm. 7.

ScI)o Pamungkas. Invstosi di Era Otonomi
Dtterah. MIH llKSW.20l0. hlm. l.
l'ri Ratnawali. Desentrilisasi dan flubungan
Penkrintuh I'usut dan Dacrah di Indonesia-
dalarr Sidik .lat-nika. Otonomi Dderult PerspektiJ
llubungan Internasiorai BIGRAF Publishing.
Yog)akarta. 2000. hlm. I8-28.

Analisis terhadap Pemberhentian Kepala Daerah ... (Bayi Priyono)

untuk membiayai pembangunan. Oleh
karena itu, pemerintah daerah dituntut
dapat memperbaiki dan mengembangkan
unsur-unsur itu sehingga mampu
menangani berbagai persoalan yang

mungkin terjadi dalam penyelenggaraan

otonomi daerah.')

Dari berbagai batasan tentang otononti
daerah tersebut di atas. dapat dipahanri
bal.rwa sesungguhnya otonomi nterupakan
realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa
kepentingan dan kehendak rakyatlah
yang menjadi satlr-satLlnya sumber untuk
menentukan pemerintahan negara. Dengan
kata lain otononi menurut Kuntana Magnar,
yaitu "memberikan kemungkinan yang
lebih besar bagi rakyat untuk turut serta
dalam mengambil bagian dan tanggung
jawab dalam proses pemerintahan"lo. Di
lain pihak Bagir Manan. menjelaskan
bahwa otonorni menganJung ttrlurn-ru j uan.
yaitu:"

a. Pembagian dan pembatasan
kekuasaan. Salah satu persoalan
pokok dalam negara hukum yang
demokratik. adalah bagaimana disatu
pihak menjamin dan melindungi hak-
hak pribadi rakyat dari kemungkinan
teriadinya hal-hal yang sewenang-
\\ enang. Dengan nremberi ueuerrang
kepada daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri,
berarti pemerintah pusat membagi
kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus
membatasi kekuasaannya terhadap
urusan-urusan yang dilimpahkan
kepada kepala daerah;

Sydukani. Mendtop Haralrdn Masd Depan Otononi
DaeraA, Cerbang Dnyaku. Kallim.200l. hlo1. 179.

Bagir Manan dan Kqntana Magnar. l3therapcr
lvlavlah Hukun Tata i\'egaro /r?./oresi.r. Alunrni.
Bandung. I997. hlm. 27.

lbld.,hlm.29.
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b. Efisiensi dan e1'ehtivitas pelaksanaan
tugas-tr-lgas pet.nerintahan. Adalah
terlalu sr-rlit bahkan tidak r.nungkin
untrrk meletakkan dan mengharapkan
Pemerintah Pusat dapat menjalankan
tugas dengan sebaik-baiknya terhadap
segala persoalan apabila hal tersebut
bcrsilat kedaelahan yang beraneka
ragarr coraknya. Oleh sebab itu untuk
nenjamin efisiensi dan ef'ektivitas
dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannl a. kepada daerah perlu
diberi wewenang untuk tu.ut serta
ntengatur dan mengurus pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan dalam ling-
kungan rumah tangganya, diharapkan
masalah-masalah yang bersifat lo-
kal akan niendapat perhatian dan
pelayanan yang waj ar dan baik;

c. Pembangunan-pembangunan adalah
suatu proses mobilisasi taktor-fak-
tor sosial. ekonomi, politik rnaupun
budaya untr-rk mencapai dan mencip-
takan perikehidupan sejahtera;

d. Dengan adanya pemerir.rtaharr daerah
yang berhak mengatur dan mengurus
urusan dan kepentingan rurnah tangga
daerahnya, partisipasi rakyat dapat
dibangkitkan dan per.nbangunan
benar-benar diarahkan kepada
kepentingan nyata daerah yang
bersangkutan, karena merekalah yang
paling mengetahui kepentingan dan
kebutuhannya.

Sebelum membahas mengenai
pemberhentian kepala daerah menurut
UU No. 23 Tahun 2014, terlebih dahulu
dikemukakan kedudukan kepala daerah
dalan.r struktur pemerintahan daerah
menurut ULJ No.23 Tahun 2014. pada

daerah ditentukan adanya lembaga
eksekutif pemerintah dan lembaga

I

legislatif yang sederajat dan saling
mengontrol satu sana lain. Hubungan
antara kepala daerah dan DpRD ditata
sedemikian rripa sehingga benar-benar
sederajat dan tidak didominasi salah satu
diantar keduanya. Masing-masing badan
atau lembaga menjalankan peran sesuai
dengan kedudukan. tugas pokok dan
fungsinya dalam systenr pemerintalian
negara Indonesia. Pemerintah daerah
dan DPRD rnerupakan kesatuar.r integral
yang memberikan pelayanan publik
sesuai dengan ketentuan hukum yang
diamanatkan oleh UUD 1945. Kepala
daerah menyelenggarakan pemerintahan
di daerahanya hal ini tersirat dari ketentuan
Pasal I angka 2 UII No. 23 Tahun 201.1,
yang menyatakan:

"Pemerintahan Daerah adalah pe-
nyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintal.r daerah dan clewan
perwakilan rakyat daerah ntenurut asas
otonomi dan lugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
RepLrblik Indonesia sebagainrana
dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republih lndonesia
Tahun 1945".

Menurut Montesquieu pemerintahan
dalam arti luas meliputi bidang legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Sedangkan
pemerintahan dalam arti sempit menunjuk
pada aparatur atau alat perlengkapan
negara yang melakasanakan tugasdan
kewenagan pemerintah dalam arti sempit
yaitu bidang eksekutif saja. Menurut Van
Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh
Sadjino, pemerintahan dalam sempit
hanya meliputi bidang Acsllirr saja. yairu
segala tugas dan kewenangan negara
dikurangi bidang perundang-undangan



(r)e / gev in g), peradilan (rec htspraak), dan
bidang kepolisian ( polit iel.t)

tserdasarkan Pcsol 57 UU No.
23 Tahun 2014, rnenyatakan bahwa
"Penyelenggara Pemerintahan Daerah
provinsi dan kabupatedkota terdiri atas
kepala daerah dan DPRD dibantu oleh
Perangkat Daerah". Dari ketentuan di
atas terlihat bahna DPRD dan kepala
daerah merupakan unsur penvelenggara
penierintahan daerah yang keduanya
nrempunyai kedudr-rkan sederajat, tidak
dapat saling menjatuhkan. Hubungan
antara kepala daerah dan DPRD terjalin
secara fungsional dan kemitraan. Hal
ini tercermin dalar.n rnembuat kebijakan
daerah berupa peraturan daerah.

Hubungar.r kemitraan bermakna bahwa
antara Kepala Daerah dan DPRD adalah
sama-sama mitra lier.ja dalam membuat
kebijakan daeralr dan melaksanakan
otonomi daerah sesuai dengan fungsi
masing-masing sehingga antar kedua
lembaga perlu membangun suatu sinergi
hubungan kerja yang saling mendukung,
bukan merupakan lawan atau pesaing
satu santa lain dalan melaksanakan
fungsi masing-masing. Setiap daerah
dipimpin oleh seorang kepala daerah yang
bcrdasarkan asas desentralisasi. yang
nerupakan kepala eksekutif yang dibantu
oleh seorang wakil kepala daerah. kepala
daerah provinsi disebut gubernur karena
jabatannya juga merupakan wakil kepala
pemerintah pusat di daerah berdasarkan
asas dekosentrasi. dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya nlenurut asas
desentralisasi.

12 Sadiin,'. Fungst Kepo!istan dalant
Good Oovernance. LaKsBang
Yogyakarta, 2005, hlm. 24.

PRESSindo,

Analisis terhadap Pemberhenlian Kepala Daerah ... (8ayi priyono)

Pemberhentian Kepala Daerah

Pemberhentian sering disdbut dengan
istllah impeachment bensal darj kata
"lo impeuch", yang berani meminta
pertanggungjawaban. Jika tuntutannya
terbukti. maka hukumannya adalah
"removul.fi.om rffice" , atau pemberhentian
dari jabatan. Dengan kata lain, kata
"impeachment" itu sendiri bukanlah
pemberhentian, tetapi baru bersifat
penuntutan atas dasar pelanggaran hukun.t
yang dilakukan. Oleli karena itu, dikatakan
Charles L. Black. '-,Srrlclly speaking,
'impeuchment' means'occur-oting' or
'churgc . " ,Artirlya, kata intpeuchnrcnt
itr"r dalarn bahasa Indonesia dapat kita
alih bahasakan sebagai dakwaan atau
tuduhan.ll

Menurut We bster s New World
Dic t i o nary, rstilah" t o impe ach",berarti,..t.)
bring (a public olJicial) before the proper
tribunal on thecharges of u,rongdoing".
Sementara itu, Encyclopedia Britanica
menjelaskan pengertian intpeachmenl
sebagai, "a criminal proceedinginstituted
against a public fficial by a legislative
bodY" 'ta

Impeachmenl menurut Black Law
Dictionary adalah:r5

"A criminal proceeding qgainst a
public o/fcex Before a quasipoliticul
court, in.\-l ituted hy a utri enaccusation
called 'article o/ impeachment ". For

limly Asshiddiqic, Pokok,l'okok Ilu*um l'ata
Negdra Indonesid, Bhuana llmu populer, Jaka(a.
2007, hlm 600.

Winarno Yudho, l,lekanisne Impeachment ctan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. dalam
Laporan Penelitian. Jakarta, 2005, hlm.27.
Kunthi Dyah Waftan| lmpeachnen dalam
Ke tatanegaraan lndonesia, U Press. yoglakarta,
2007, hlm. 16.

74



lutnal M-naretnen petnbangurran I Vol. 1, No. .1/ Desembet 2014. 1 _ jg

ex(rmple a u)ri en uccusationby the
house o.f representatiyes o/ the IJnited
Stutes to theSenate ol the United States,
agoinst the President, Wce President,
or an officer ol'the United States".

Lebih jelas, menurut Marsilam
Simanjuntak impeachmefi adalah: r6Suatu

proses tuntutan hukum (pidana) khusus
terhadap seorang pejabar publik ke depan
sebuah quasi-pengadilanpolitik, karenaada
tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana
yang ditentukan Undang-undang Dasar.
Hasil aklrir dari mekanisme impeachmenl
ini adalah pemberhentian dari jabatan.
dengan tidak menutup kemur.rgkinan
melanjutkan proses tuntulan pidana biasa
bagi kesalahannya sesudah turun dari
jabatar.rnya. Dengan demikian nyatalah
bahwa imp,'ttL hmc nr \crarli proscspen
dakuaan atas perbuatan menyimpang
dari pejabat publik. Pengertian demikian
seringkali kurang dipahami, sehingga
seolah-olah lembaga"impeachment, itu
identik dengan'pemberhentian'. Padahal
proses permintaan pefianggungjawaban
yang disebut impeachment itu tidak selalu
berakhir dengan tindakan pemberhentian
terhadap pejabar yang dimintai
pertanggungjawaban.

Proses impeachment merupakan
salah satu kekuasaan yang dipegang
oleh parlemen. Ini adalah sebagai bentuk
dari firngsi kontrol parlemen terhadap
para pejabat publik yang telah diberikan
amanat oleh rakyat untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya. Sehingga
apabila seorang pejabat publik dalam
masa jabatannya terbukti melakukan
pelanggaran baik yang telah diatur dalam
konstitusi maupun hukum positif yang
berlaku, kepadanya dapat dihadapkan

16 tbid.,

10

pada proses impeachment dengan tujuan
memberhentikan yang bersangkutan dari
jabatannya.

Dalam Pasal 78 ayat (l) UU No.
23 Tahun 2014, kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah berhenti karena:
meninggal dunia; permintaan sendiri; atau
diberhentikan. Dalam hal kepala daerah
daerah yang diberhentikan dari jabatannya
kerena:

a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-tllrut selana 6 (enam)
bulan;

c. dinyatakan nrelanggar sumpah/janji
jabatan kepala daerahlwakil kepala
daeral.r;

d. tidak melaksanakan kewajiban kepala
Caerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dinmksud dalam pasal

67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah

dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayai' (l),
kecuali hurufc, hurufi, dan hurufj;

f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu

oleh Presiden yang dilarang untuk
dirangkap oleh ketentu,ur peraruran
perundang-undangan;

h. menggunakan dokumen dadatau
keterangan palsu sebagai persyaratan
pada saat pencalonan kepala daeraV
wakil kepala daerah berdasarkan
pembr-rktian dari lembaga yang
berwenang menerbitkan dokumen;
dan/atau

i. mendapatkansanksi pemberhentian.

Mekanisme pemberhentian kepala
daerah atas pelanggaran sumpah/janji
jabatan dalam Pasal 81 ayar (1) UU No. 23
Tahun 20 I 4, menengaskan:



a. melanggar sumpah{anii jabatan

kepala daeralr/wakil kepala daerah;

b. tidak melaksanakan kewajiban kepala
daerah dan u,akil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 hr"rruf b;

c. melar.rggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 kecuali
lrr:ruf c, huruf i. dan hurufj; darVatau

d. rnelakr-ikan perbuatan tercela.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut
DPRD mempunyai kewenangan
untuk mengusulkan pemberhentian
Kepala Daerah. Prihal pemberhentian
kepala daerah melaluiusulan DPRD,
apabila kepala daerah mengahadapi
krisis keperoayaan yangluas karena
melakukan tindak pidana yang melibatkan
tangguligiawabnya. maka dalam hal
ini DPRD menggunakan hak angket
untuk menanggapinya. Pelaksanaan hak
angket. dilakukan sebagai kelanjutan hak
interpelasi yang dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Rapat Paripurna
DPRD yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPRD dan diambil persetujuan
sekurang-kurangny a 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota DPRD yang hadir untuk
melakukan peneyelidikan terhadap kepala
daerah.

Pemberl, entian kepala daerah melalui
nrekanisme sebagaimana diatur dalam
Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2014, yang
menyatakan:

(I) Pemberhentian kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (l)
huruf a dan huruf b serta ayat (2)
huruf a dan huruf b diumumkan oleh
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna

Analisis teftadap Pemb€rhenlian Kepa a Daerah . . (Bayi Priyono)

dar.r diusulkan oleh pimpinan DPRD
kepada Presiden r.r.relalui Menteri
untuk gubernur darVatau wakil
gubernur serta kepada Menteri melalui
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau
wakil wali kota untuk mendapatkan
penetapan pemberhentran.

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak
mengusulkan pen.rberhentiar.r kepala
daerah darVatau wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Presiden memberhentikan gubernur
darVatau wakil gubernur atas usul
Menteri serta Menteri memberhentikan
bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota atas usul
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat tidak mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil
wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri memberhentikan
bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota.

Pemberhentian Kepala Daerah
oleh Presiden tanpa melalui usulan
DPRD dijabarkan lebih lanjut Pasal 127

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang
dinyatakan:

( I ) Kepala Daerah darVatau Wakil Kepala
Daerah diberhentikan oleh Presiden

11
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tanpa melalui usulan DPRD, karena
terbukti rnelakukan tindak pidana
korupsi, terorisme, rnakar datVatau
tindak pidana terhadap keanranan
negara yang dinyatakan dengan
putusan pengadilar.r "vang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Presiden memproses pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menyatakan Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur terbukti
melakukan tindah pidana korupsi,
teronsme, makar dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara,
melalui usulan Menteri Dalam Negeri.

(3) Menteri Dalarn Negeri memproses
pemberhentian sebagair.nana dimaksud
pada ayat (l). berdasarkan putusan
Petrgadilan l ang relah rnempurryai
kekuatan lrukum tetap yang
menyatakan Bupati dan/atau Wakil
Bupati atau WaliKota dan/atau Wakil
WaliKota terbukti melakukan tindak
pidana korupsi, terorisme, makar dan/
atau tindak pidana terhadap keamanan
negal'a, melalui usulan Gubernur.

Kepaladaerahdiberhentikan semenrara
oleh Presiden tanpa melalui usulan DpRD,
apabila melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara
paling singakat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan. presiden
n.renlperoses penrberhentian semenrara
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
yang menyatakan kepala daerah terbukti
melakukan tindak pidana kejahatan
melalui usulan dari Menteri Dalam
Negeri. Proses pemberhentian sementara
Kepala Daerah, dilakukan apabila berkas
perkara dakwaan melakukan tindak pidana

l2

korupsi. terorisme. makar dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara telah
melimpahkan ke pengadiJan dan dalam
proses penututan dengan dibuktikan
reglster perkara. Berdasarkan bukti
register perkara Pr.esiden memberhentikan
sementara kepala daerah melalui usulan
Menteri Dalam Negeri.

Bahwa kepala daerah diberhentikan
secara langsung oleh Presiden tanpa
mcialui usulrn DPItD. karena kepala
daerah tersebut terbr-rkti melakukan
tindak pidana korupsi. teronsnle. maker
dan/atau tinilakan pidana terhadap
kearnananan negara yallg'dinyatakan
dengan keputusan pengadilan 1.ang telah
mernpunyai kekuatan lrul<um tetaD.
Presidcn mc Ipcrr )scs pelll bcrhentian
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang
Ietap yang menyatakan bahwa kepala
daerah terbukri nrelakukan rindak piiana
sebagainrarra yang relah diseburkun di u,u.,
melalui usulan Menteri Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri memperoses
berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
yang menyatakan bahwa kepala daerah
terbukti melakukan tindak pidana korupsi,
terorisme, maker dan/atau tindak nidana
terhadap keamanan negara. melalui usulan
Gubernur.

Analisis Pemberhentian Kepala Daerah
yang Melanggar Sumpah Jabatan

Kepala daerah dipilih langsung
oleh rakyat yang syarat. dan tata caranya
sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan.Calon kepala daerah dapat
dicalonkan baik oleh partai polirik aiau
gabungan paltai politik pserta pemilu
yang memperoleh sejumlah ktrrsi rertentu
dalam Dewan Perwakilan Daerah dan/



atau nternperoleh dukungan suara dalan.r
Pemilu Lcgislatif dalam .jumlal.r tertentu.
Kemudian setelah terpilih kepala daerah
)rang utendapatkan suara lerbanyak
dalam pemilihau uu.llml (pemilu). maka
bakal calon kepala daer.al.r lersebut akan
ciiangkar menjadi kepala daerah yang
akan memintpin daerahnya setelah
mengucapkan surnpah/janji di dalam
menjabat kepala daer.ah yang didampingi
oleh wakil kepala daerah dalam
menjalankan tugas maupr-u.l fungsinya di
dalam pemerintahan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalarn diri kepala daerah terdapat
dua fungsi yaitu sebagai kepala daerah
otonont vang memirnpin penyelenggaraan
dan bertanggung jawab sepenuhnya
tentar.rg .jalannl'a penrerintalran daerah
vang kedua firngsi sebagai kepaia wilayah
vang nrentimpin penyelenggaraan urusan
pemcrintahan umum yang ntenjadi tugas
penerintahan pusat di daerah. Dalam
pengangkatan kepala daerah yang dipilih
melalui penrilihan umum, haruslah
d.ipertinbangkan dengan seksar.na dan
matang sebelum diangkat menjadi kepala
daerah yang akan nremirr.rpin penterintahan
yang ada didaerahnya. apakah sudah
me rnenuhi kedua fi-rngsi tersebut. Karena
ltu, pemerintahan daerah dapat berjalan
sebagairlana mestinya sesuai dengan yang
diarnanatkan oleh UUD I 945 dan peraturan
perundang-undangan yang lainnya. i r

Kemudian di dalam menjalankan
tugasn),a sebagai kepala pemerintahan
daerah. kepala daerah tidak dapat
berbuat ser.r,enang-wenang karena dapat
diberhentikan sesuai dengan peraruran

17 Agussalim Andi (jadiong. I'encrintah Duerah
Kujidn I'olitik dan llukun. Chalia tndoDesia.
tlogor'. 2007. hlnr. 95.

Analisis lefhadap Pemberhenlian Kepaia Daerah.. (Bayi priyono)

perundang-undangan. Adapun beberapa
hal yang menyebabkan kepala daerah
berhenti diatur dalarn I,asal 78UU No. 23
Tahun 20lzl, yang menl'atakan:

(I) Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah berhenti l<arenat

a. menrnggal dunia;
b. pernintaan sendiri: atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dar/atau wakil kepala
daerah diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) hurufc karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tu_
gas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-
turut selama 6 (enam) bulan;

c. dinyatakan nrelanggar sur.npalr/
janji jabatan kepala daeral/wakil
kepala daerah:

d. tidak melaksanakan kervajiban
kepala daerah dan r.vakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf b:

e. melanggar larangan bagi kepala
daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 76 ayat ( I ). kecuali huruf c,
huruf i, dan hurufi;

f.

g

nelakukan perbuatan tercela;

diberi tugas dalam jabatan tertentu
oleh Presiden yang dilarang
untuk dirangkap oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. menggunakan dokumen danl
atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada Saat pencalonan
kepala daerah,rwakil kepala
daerah berdasarkan pembuktian
dari lembaga yang berwenang
menerbitkan dokumeni dan/atar-r

13
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i. merrdapatkan sanksi pember_
hentian.

Usulan Pemeber.hentian Kepala
I)aerah dijabarkan lebih lanjut dalam pasal
123 ayat (;l) Peraturan pemerintah Nomor
6 Tahun 2005. nren),atakan:

Pemberhentian Kepala Daerah dan/
atau Wakil Kepala Daeral.r sebagaimana
dimaksucl pada ay,at (2) huruf d dan huruf
e, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemberhentian Kepala Daerah dar.r
Wakil Kepala Daerah tliusr.rlkan
kepada Presiden berdasarkan putusan
Mahkamah Agung atas pendapat
DPRD. hahwa Kepala Daerah dan/
atau\lrahil Kepala Daerah melanggar
sumpah,janji .jabatan dan tidak
nrelaksanal<an kcwaj ibanr 11,a.

b. Pcndapat DPRD sebagainana climak-
sud pada huruf a, dipr_rtuskan melalui
Rapat Par.ipurna DpRD yang dihadiri
oleh sekurang kurangnya3/zl (tiga
perempat) dari jumlah anggota
DPRD dan putusan diambil dengan
persetutuan sekurang_kurangnya 213
(dua per tiga) dari jumlah anggota
DPRD yang hadir.

c. Mahkau.rah Agrng wajib rnenreriksa,
mengadili. dan nemutus pendapat
DPRD rer.sebut paling lambat 30 (tiga
puluh) hari serelah permintaan DpRD
diterima Mahkamah Agung dan
putusannya bersifat fi nal.

d. Apabila Mahkamah Agung memu-
tuskan bahwa Kepala Daerah dan/
atau Wakil Kepala Daerah rerbukti
melanggar sumpah/janji jabatan dan/
atau tidak melaksanakan kewajiban,
DPRD menyelenggarakan Rapat
Paripurna DPRD yang dihadiri
oleh sekurang-kurallgnya 3/4 (tiga
perenpat) dari jumlah anggota

DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 213
(dua per tiga) dari jumlah anggota
DPRD yang hadir untr.ur memurusKan
usul pemberhentian Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah kepacla
Presiden.

e. Presiden *ajib memploses usul
pet.nberhentian Ke pala Daerah ,Jan/

atau Wakil Kepala Daeralt tersebut,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak DPRD menyampaikan usul
leISeDut.

Jika demikian t,ang lnenjadi problem
adalah apabila kepala daerah tersebut
nrelanggar sumpalr dan janji jabatannya
sementara untuk usulan pentberhentiannya
harus didukur.rg atau disetujui 2/3 dari
jumlah 3/,1 anggota DPI{D yang hadir
sehingga ust-llan tcrsebut bisa disampaikan
kepada presiden, sehingga presiden
dapat nrengantbil keputusan untuk
memberhentikan senlentara kepala daeralr
tersebul san.rpai proses hukumnya selcsai
dan telah ntempunyai putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum 1.ang
tetap. Sebab asas Iegalitas dalam negara
hukum menyatakan bal.rwa setiap tindak
pemerintahan harus didasarkan atas
peraturan perundang-undangan (LIle I t e I i i ke
gronslag), dengan landasan ini, undang-
undang dalam arti formil <1an undang-
undang dasar sendiri merupakan tumpuan
dasar tindak pernerintah. Dalam hubungan
ini pembentukan undang-undang meru-
pakan bagian penting dari negara hukum.

Dalam menanggapi r.rsulan DpRD.
presiden wajib memperoses usulan
pemberhentian kepala daerah tersebut,
atau melakukan pemberher.rtian semenrara
terhadap kepala daerah, sementara
secara hukum pemberhentian sementara
kepala daerah merupakan tindakan yang



melanggal asas kepastian hukr"rm. sebab

tidak adil dan dernokratis seorang yang
belunr ada kepastian hukum (inkrach van
getvijhl tetapi sudah diusulkan untuk di
skorsing (pemberhentian sementara).

Berbicara tentang kepala daeralr
melanggar sumpah dan .janji .jabatan
merupakan tindakan melawan hukum.
sebab kepaia daeral.r telah melanggar isi
dari dalam konsep tindakan pemerintah
dimaksudkan setiap kebijakan kepala
daerah r"urtuk menirnbulkan akibat-akibat
huhum dalam bidang pemerintahan atau
administrasi negara. Setiap kebijakan yang
dikehrarkan oleh kepala daerah tentunya
harus data dipertanggunglawabkan.
Berdasarkan pengertian ini, tampak ada
beberapa unsur yang terdapat di dalamnya,
unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan
sebagai berikut:r3

l. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat
pemerintah dalam kedudukannya
sebagai penguasa maupun sebagai alat
perlengkapan pemerintahan dengan
prakarsa dan tanggung iawab sendiri;

2. Perbuatan tersebut dilaksanakan
dalam rar.rgka menjalankan fungsi
pemerintahan;

3. Perbuatan tersebut dimaksudkan seba-
gai sarana untuk menimbulkan akibat
hukum di bidang administrasi; dan

4. Perbuatan yang bersangkutan
dilakukan dalam rangka pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat.

Unsur-unsrr yang dikemukakan di
atas perlu ditambah, terutama dalam
kaitannya dengan negara hukum yang

18 Muchsan. Beberapa Catatan tentang Hukum
.4.l inistrdsi Negcrra dan Perudilan Adninisrasi
Negara lndonesia, Libcrry. Yogyakarta. 1997, hlm.
t8.
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mengedepankan asas legalitas. yaitu
perbuatan hukum administrasi harus
didasarkan pada peratr-rran perundang-
undangan yang berlaku. Pada prinsipnya,
tindakar.r hukum administrasi hanya dapat
dilakukan dalam hal dan clengan cara
yang telah diatur dan diperkenankan oleh
peraturan perundang-undangan. Dalam
prinsip asas penyelenggaraan pemerintahan
kepala daerah yang r.nelanggar sumpah
dan.ianii jabatan. tet)tlnt.va hal ini sangat
beftentangan dengan asas kebijaksanaan
asas penl eJunggrrarn kcpentilrgan umunl.
sebab kepala daerah dalam P'asal 65UU
No. 23 I ahun 201 ,1. menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagai-
mana dimaksud pada ayar (1) kepala
daerah berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah menda-
pat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan Perkada dan keputusan
kepala daerah;

d. mengambil tindakar, tertentu dalam
keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan olel.r Daerah dan/atau
masyarakat; dan

e. melaksanakan wewenang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berlakunya UU No. 23 Tahtn 20L4,
salah satu yang menjadi kajian ini adalah
mengenai pemberhentian kepala daerah,
artinya jika kepala daerah diberhentikan
maka hal ini tentunya dapat menyebabkan
kekosongan jabatan kepala daerah.
Mengenai seorang Kepala Daerah yang
diberhentikan sebelum masa jabatannya

selesai, tentunya rnelalui usulan DPRD
kepada presiden berdasarkan putusan
Mahkamah Agung yang menyatakan
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bahwakepala daerah telah melanggar
sumpah/j anj i jabatan dan /atau tidak
melaksanakan kewajiban kepala daerah.
Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan
yang terdapatdalam pasal 80 ayat ( I ) huruf
a UU No.23 Tahun 2014, menyatakan:

"Pemberhentian kepala daerah darV
atau wakil kepala daerah diusulkan
kepada Presider.r urrtuk gubernur dan/
atau wakil gubernur scrta kepada
Menteri untuk bupati darVatau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil
wali kota berdasarkan putusan
Mahkamah Agung atas pendapat
DPRD bahwa kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah dinyatakan
melanggar sunpaVjanji jabatan,
tidak melaksanakan kewajiban kepala
daerah dan/atau r.vakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal

67 huruf b, atau melanggar larangan
bagi kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf
c, huruf i, hurufj, dan/atau melakukan
perbuatan tercela".

Dalam ketentr"ran Pasal 80 ayat (l)
huruf b dan huruf c, menyatakan bahwa
"Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud
pada huruf a, diputuskan melalui Rapat
Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling
sedikit 3i4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota DPRD yang hadir, dan
"Mahkamah Agung memeriksa, mengadili,
dan memutus pendapat DPRD tersebut
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah
permintaan DPRD diterima Mahkamah
Agung dan putusannya bersifat final

Dapat ditarik kesimpulan bahwa
keputusan Mahkamah Agung tidak bisa

T6

dijalankan apabila tidak disetujui 2/3
anggota DPRD, sebab bisa saja dalam
perjalanan rapat paripurna anggota
DPRD, ter.jadi perubahan politik. Di
mana dalam putusan Mahakamah Agung
supremasi hukum lebih drjunjung sebab
Negara Indonesia adalah negara hukum,
menyadari bahwa untuk memastikan
terwujudnya kekuasaan kehakinran yang
merdeka diperlukan jaminan )ang tegas
dalan'r konstitusi, langkah besar yang
dihasilkan dalam amandemen UUD 1 945
tidak hanya menyebutkan secara eksplisit
kekuasaan kehakiman yang rnerdeka.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945,
menegaskan:"tekuasaun kehukiman
merupakan kckuusaan long merdeka
untuk menyelenggarakun paradilun guno
menegakkn httkum dan keadilan" . Tidak
hanya itu, sedangkan ber.dasarkan pasal

24 ayat (2) UUD 1945, mengamanatkan
bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
tetapi juga oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim,
Pasal 24A ayat (.2\ UllD 1945 secara
eksplisit menentukan, "hakim agung
harus memilikiintegritus tlan kepribadian
yang tidak tercela, adil, profe.sional, dan
berpengialaman di bidang hukum " .

Khusus untuk menjaga kernandirian
danintegritas hakim, amandemen UUD
1945 juga memunculkan sebuah lembaga
baru, yaitu Komisi Yudisial. Dalam pasal

1 Undang-Undang Nomor 48Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
menyatakan: "ekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik



Indonesia. .lilia dibandingkan dengan pasal
24 a1,at (l) UUD 1945, kerenruan yang
terdapat dalaln Pasal I Undang_Undang
Nomor 48 Tahr"rn 2009 jelas berbeda
karena terjadi penambahan kata/fiasa:
"negara"."berdasarkan pancasila',, dan
"demi terselenggaranya Negara Hukum
I{epublik Indonesia".

Jika demikian yang menjadi problem
adalah apabila kepala claerah tersebut
nrelanggar sunrpah dan .lanji jabatannya
setrentara untuk usulan pemberhentiamrya
harus didukung atau clisetujui 2/3 clari
junrlah 3/4 anggota DpRD vang haclir
sehingga usulan tersebut bisa disampaikan
kepada Presiden. sehingga presiden
dapat mengambil keputusan untuk
rurelnberhentil,an sementara kepala daerali
tersebut sampai proses hukumnya selesai
dan telah mempunyai putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukr"rm yang
tetap.

_ Sebagai unsur penyelenggara
Pemerinlahan di daerah, DpRD juga
nrenrpunyai lungsi legislasi. anggcran
dan pengawasan. Tugas dan wewenang
penga\4,asan DPRD Secara khusus
tercantum dalan Pasal l0l ayat (l) huruf
c Jo. Pasal I 54 a1'at ( I ) huruf c UU No.
23 Tahun 2014, Pengawasan ini bertujuan
mengembangkan kehidupan demokrasi
menjamin kererwakilan rakyat dan
daerah dalanr melaksanakan tugas dan
Kewenangannya. serta mengembangkan
mekanisme checks and balances anrara
lembaga legislatif daneksekutif demi
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
rakyat. Pemberhentian kepala daerah dan
wakil kepala daerah diusulkan kepada
Presiden berdasarkan putusan Makamah
Agung atas pendapat DpRD bahwa
kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah dinyatakan melanggar sumpah./

Analisis lerhadap pemberhentian Kepala Daerah ... (Bayi prjyono)

janjijabararr dan arlu riJak melaksanakan
kewajiban kepala daerah dan wakil kepala
daerah.

Implikasi usulan DpRD terhadap
pemberhentian kepala daerah. DPRD
mempunyai kewenangan untuk meng-
usulkan pemberhentian kepala daerah,
apabila seorang kepala daerah melanggar
sumpah dan janji jabatan. pemberhentian
kepala daerah diusulkan kepada presiden
berdasarkan pt-ltl-lsan Makamah Agung
atas pendapat DpRD bahwa kepala
daerah dinyatakan ntelanggar sumpah/
janjr jabatan clan/atau trdak ntelaksanakan
kew.ajiban J<epala daerah dan wakil kepala
daerah. Putusan Mahkamah Agung tidak
serta nterta dijalankan sebab putusan
tersebut dikembalikan lagi kepada DpRD
untuk dipr-rtuskan lagi dalam rapat paripuna
DPRD. Putusan Mahkamah Agung bisa
dilaksanakan apabila didr-rkung 314 dari
iumlah anggota DpRD yang hadir ,
serta diambil keputusan 2/3 dari anggota
DPRD, artinya jika.jurnlah anggota DpRD
tidak quorum maka putusan tersebut tidak
bisa dilaksanakan.

Implikasi Usulan DPRD terhadap
Pemberhentian Kepal:r Daerah

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 mem_
punyai kewenangan untuk mengusulkan
pemberhentian kepala daerah, apabila
s.eorang kepala daerah melanggar sumpah
dan janji jabatan. pemberhentian keiala
daerah diusulkan kepada presiden
berdasarkan putusan Makamah Agung
atas pendapat DpRD bahwa kepala
daerah dinyatakan melanggar sumpah/
janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Putusan Mahkamah Agung tidak
serta mefta dijalankan sebab putusan
tersebut dikembalikan lagi kepada DpRD

t7
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untuk diputuskan Iagi dalam rapat paripuna
DPRD. Putusan Mahkamah Agung bisa
dilaksanakan apabila didukung 314 dari
jumlali anggota DPRD yang hadir, serla
diambil keputusarr 2 3 dari anggota
DPRD. artinya jika jurnlah anggota DPRD
tidak quorur,T lnaka putusan tersebut tidak
bisa dilaksanakan.

Akibat hukum terl.radap pemberhentian
kepala daerah. menyebabkan kekosongan
jabatan kepala daerah. Jika seorang
kepala daerah diberhentikan maka DPRD
melaksanakan rapat paripurna untuk
melantik wakil kepala daerah, untuk
menjabat sebagai kepala daerah. Sementara
prihal rapat paripurna membutuhkan
waktu larrg tidak singkar. hal ini tcnlunya
menimbulkan persoalan sebab secara
hukunr kekosongan jabatan tidak boleh
terjadi, karena hal ini menyangkut dengan
asas tertib peny elenggaraan pemerintahan
yang lebih mengutamakan kepentingan
rakyat, untuk menjaga kesinarnbungan
dan keberlanjutan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, oleh
karena ada beberapatindakan pemerintahan
(h e s t u ur s ha nde ling) 1'ang hanya dilakukan
dalam kapasitas sebagai kepala daerah,
seperti pengesahan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah.

KESIMPULAN

Implikasi usulan DPRD terhadap
pemberhentian Kepala daerah, yang
menyebabkan seorang kepala daerah
diberhentikan dalaur rnasa jabatamrya,
tentunya tidak terlepas dari kewenangan
yang dimiliki DPRD. Dalam menanggapi
usulan pemberhentian Kepala Daerah
tersebut DPRD menggunakan hak angket
yang dilakukan setelah diajukan hak
interpelasi untuk mendapat persetujuan
dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah
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anggota DPRD dan persetujuan diambil
sekurang-kurangnya 213 dari jumlah
anggota DPRD yang hadir. Sebagai ursur
penyelenggara Pemerintahan di daerah,
DPRD iLrga mempunyai fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan. Tugas dan
wewenang pengawasan DPRD secara khusus
tercantrun dalam ULI No. 23 Tahun 2014,
Pengawasan ini bertu.juan mengenrbangkan
kehidupan demokrasi menjamin keter-
wakilan rakyat dan daerah dalant
melaksanakan tr-rgas dan kewenangamrya,
serta mengembangkan mekanisme c/rccki
and balanccs antara lentbaga legislatif dan
eksekutif demi mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan rakyat.

Dalanr penganrbilan keputusan rapat
paripurna DPRD untuk urengusulkan
pemberhentian Kepala Daerah dihadiri
sekurang-kurangnya 314 anggota DPRD
dan diambil persetujuan sekurang-
kurangnya 213 dari anggota DPRD,
artinya keputusan untuk mengusulkan
pemberhentian Kepala daerah harus
disetujui 2/3 dari anggota DPRD, tentunya
hal ini dapat menimbulkan persoalan sebab
tanpa dihadiri 3/zl darianggota DPRD
serta tidak disetujui oleh 2/3 dari anggota
DPRD maka putusan tersebut tidak bisa
dilaksanakan sementara Kepala Daerah
jelas-jelas telah melanggar sumpah dan
janji jabatannya.
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